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MOTTO 

 

“Setiap kerja keras yang membuahkan Keberhasilan dan Keberuntungan dalam 

hidup, tidak luput dari kuasa Allah, serta Do’a seorang Ibu yang dikabulkan” 

(Nur Chabibah) 
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RINGKASAN 

Perkebunan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Seorang pengusaha di bidang 

perkebunan harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah 

persyaratan pada Pasal 42 UU Perkebunan. Sebelum dilakukanya pengujian pada 

pasal 42 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan bahwa Kegiatan usaha budi 

daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh 

Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin 

Usaha perkebunan. Didalam pasal tersebut terdapat frasa “hak atas tanah dan/atau 

izin usaha perkebunan” frasa tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Adanya 

permasalahan tersebut MK melakukan pengujian kembali (judicial review) 

terhadap pasal 42 UU Perkebunan. Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-

XIII/2015, majelis hakim MK mengubah bunyi frasa yang semula “dan/atau” 

menjadi kata “dan” saja. Sehingga perusaan perkebunan baik yang sudah berdiri 

maupun yang akan mendirikan perusahaan perkebunan wajib memiliki hak atas 

tanah dan izin usaha perkebunan. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik 

untuk menganalisa dan menulis karya ilmiah dalam skripsi ini yang berjudul “ 

Kepastian Hukum Status Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015.” 

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Pertama, 

Bagaimana pengaturan tentang Legalitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit pra 

dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-XIII/2015? ; kedua,Apa akibat 

hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin 

usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-

XIII/2015?; dan ketiga, Apa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015?. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 

pengaturan Legalitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit pra dan pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, kemudian untuk mengetahui 

dan mengkaji akibat hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak 

atas tanah dan izin usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

138/PUU-XIII/2015 serta yang terakhir untuk mengetahui dan mengkaji 

pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-

XIII/2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan 

metode yuridis normatif (legal research). Pendekatan yang dilakukan pada 

penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang 

digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan pada 

penulisan ini yaitu secara deduktif. Analisa deduktif tersebut berbentuk deduksi 

yakni diawali dengan hal yang bersifat umum terlebih dahulu, lalu menuju ke hal 

yang bersifat khusus. Tinjauan pustaka yang ditulis dalam skripsi ini adalah 

mengenai Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, serta Putusan Mahkamah 

Konstitusi, kemudian Pengertian dan Tujuan Kepastian Hukum, kemudian 
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Pengertian Perusahaan Perkebunan dan Izin usaha Perkebunan, dan yang terakhir 

Pengertian dan Macam Hak atas tanah. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pra dilakukanya pengujian kembali 

pada pasal 42 UU Perkebunan oleh MK perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan dianggap legal. Setelah 

dilakukanya pengujian oleh MK yang pasca di tetapkan dalam putusan nomor 

138/PUU-XIII/2015, perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib memiliki hak atas 

tanah dan izin usaha perkebunan. Untuk mendapatkan hak atas tanah dan izin usaha 

perkebunan persahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

39 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan, Jo. Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016, Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

21 Tahun 2017. Jika hasil dari putusan MK tersebut tidak dipatuhi maka perusahaan 

perkebunan kelapa sawit akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 105 UU 

Perkebunan.  

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada penelitian ini, secara umum dapat 

ditarik kesimpulan yaitu pertama status perusahaan perkebunan kelapa sawit yang 

tidak memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan yang tercantum di dalam 

Pasal 42 dianggap legal, karena terdapat adanya kata “atau” sebagai pilihan opsi 

kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pasca putusan MK Nomor 

138/PUU-XIII/2015 Pasal 42 status perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang tidak 

memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan dianggap bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) dan 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dengan demikian perusahaan 

perkebunan kelapa sawit dianggap Ilegal. Akibat hukum dari perusahaan 

perkebunan kelapa sawit pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang 

tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan, kan dikenakan sanksi 

sesuai dengan Pasal 105 UU Perkebunan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Hakim MK telah menetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa Pasal 42 UU 

Perkebunan, dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempuyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah 

dan/atau izin usaha perkebunan”, dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak 

atas tanah dan izin usaha perkebunan. 

Saran Penulis dalam skripsi ini pertama adalah Hendaknya pemerintah 

Indonesia dalam membuat peraturan Per- Undang-Undangan lebih 

memperhatikan substansi dari undang-undang tersebut, agar masalah seperti 

diatas tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat Indoesia mendapatkan kepastian 

hukum atas undang-undang yang sudah di tetapkan. Yang kedua hendaknya 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini masih belum 

memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan segera mengurus dan 

menyeesaikan  kedua izin tersebut sesuai dengan peraturan pasal 42 UU 

Perkebunan pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015. dan yang terakhir 

hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pengusaha perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia agar keputusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 

dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Undang-undang perkebunan terbentuk atas dasar kesadaran pengamanan 

perkebunan di Indonesia. Maraknya aksi penjarahan, pencurian, dan penggarapan 

lahan perkebunan mendorong pemerintah untuk mengadakan rapat koordinasi yang 

membahas penanganan pengamanan terpadu perusahaan perkebunan. Pada saat itu 

rapat koordinasi di pimpin oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, dan 

dihadiri Menteri Pertanian, Kapolri, serta direksi perusahaan perkebunan negara 

swasta se-Sumatera.1 

Pembentukan UU Perkebunan diharapkan dapat menjadi landasan hukum 

untuk mengembangkan perkebunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan 

dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung 

jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara. 

Sayangnya UU Perkebunan masih dianggap belum sempurna secara 

substansial. Masih banyak terdapat kekurangan yang harus segera dibenahi, 

permasalahan seperti eksploitasi secara besar-besaran pengusaha terhadap rakyat 

dan lahan perkebunan, serta permasalahan rakyat terhadap pengusaha perkebunan. 

berbagai faktor seperti orientasi pembangunan perkebunan yang masih berupa 

kebun besar, sehingga menimbulkan konsentrasi hak penggunaan tanah yang 

berlebihan oleh perusahaan kebun besar.2 

Undang-undang perkebunan sebenarnya telah mengatur tentang hal tersebut. 

Setiap pelaku usaha perkebunan harus mempunyai izin usaha perkebunan. untuk 

memperoleh izin usaha perkebunan, harus memenuhi berbagai syarat terlebih 

dahulu, diantaranya adalah adanya ketersediaan lahan yang diawali dengan 

pemberian izin lokasi, hak atas tanah usaha perkebunan. Tepatnya diatur dalam

                                                           
1 Andi Muttaqien, 2012, Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agraria Wet, Dasar-

Dasar Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi Oleh Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selatan, Elsam-

Sawit Watch-Pilnet, hlm : 47. 
2 Ibid, hlm. 48. 
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Pasal 42 Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU 

Perkebunan). yang berbunyi sebagai berikut : 

”Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha 

Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan 

Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau 

izin Usaha perkebunan”. 

Berdasarkan ketentuan pasal diatas terdapat frasa “izin usaha dan/atau hak 

atas tanah” yang menjadi perdebatan dikalangan masyrakat. Jika ditelaah lebih 

dalam mengenai frasa tersebut mengakibatkan kerancuan makna. Perusahaan 

perkebunan seakan-akan diberikan pilihan/ opsi sehingga mengakibatkan ketidak 

pastian hukum. 

Persoalan diatas mengakibatkan perkumpulan masyarakat adat dan 

Pengusaha di bidang perkebunan sawit yaitu Serikat Petani Kelapa Sawit 

(SPKS), Perkumpulan Sawit Watch, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat 

Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Farmer 

Initiatives For Ecological Livelihood And Democracy (FIELD). Mengajukan 

permohonan pengujian Undang-undang kepada Pengadilan Mahkamah 

Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi menguji 11 pasal yang tertuang pada Undang-

Undang Perkebunan. Hasil putusan MK tersebut menyatakan bahwa menolak 5 

pasal dan mengabulkan 6 pasal yang diajukan. Didalam enam pasal yang 

dikabulkan terdapat dua pasal yang dianggap krusial, salah satunya adlah pasal 42 

tersebut.3  

Menurut majelis hakim MK Pasal 42 bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat 

sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam 

ketentuan dimaksud dalam point 1.7 dan 1.8 sebagai berikut :  

 

 

                                                           
3 Bahrul Ilmi Yakub, 2018, Industri Sawit Sulit Bergerak Pasca Putusan MK138, dalam 

https://sawitindonesia.com/rubrikasi-majalah/tata-kelola/industri-sawit-sulit-bergerak-pasca-

putusan-mk138/ diakses tanggal 09 November 2018 pukul 09.00 WIB. 
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(1.7) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas 

tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan 

dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha 

perkebunan; 

(1.8) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 

frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” 

dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah 

dan izin usaha perkebunan; 

 

Berdasarkan kedua point putusan tersebut yang memiliki kekuatan hukum 

tetap, maka pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan berbunyi 

sebagai berikut: 

”Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha 

Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan 

Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin 

Usaha perkebunan”. 

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di daerah Indonesia 

penghasil sawit seperti Kalimantan, Sumatera, Palu,dll, merasakan dampak dari 

perubahan Pasal 42 UU Perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang 

hingga saat ini masih belum mendapat suatu kepastian hukum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengkaji lebih lanjut terkait 

dengan kepemilikan status Hak atas tanah dan Izin usaha yang dimiliki oleh 

Perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“KEPASTIAN HUKUM STATUS PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA 

SAWIT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-

XIII/2015. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Berdarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

2. Bagaimana pengaturan tentang legalitas perusahaan perkebunan kelapa sawit pra 

dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-XIII/2015? 

3. Apa akibat hukum bagi perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas 

tanah dan izin usaha perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

138/PUU-XIII/2015? 

4. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

138/PUU-XIII/2015? 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan 

skripsi ini, tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis sesuai dengan kurikulum Fakulktas Hukum Universitas  Negeri 

Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum; 

2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang 

hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya ; 

3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah 

diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi 

di lapangan masyarakat. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan Legalitas Perusahaan 

perkebunan kelapa sawit pra dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 138/PUU-XIII/2015. 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi perkebunan kelapa 

sawit yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015. 

 

1.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, 

lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek 

epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara rinci 

dan jelas.4 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat 

menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang 

dapat menjawab isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Metode 

penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan 

hukum, dan analisis bahan hukum. 

 

1.4.1 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi penulis adalah Yuridis Normatif, 

artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini 

difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan 

hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literaturliteratur yang bersifat 

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi 

pokok pembahasan.5 

 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek  mengenai isu 

                                                           
4 Universitas Jember, 2016, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan 

Ketiga, Jember, Jember University Press, hlm. 21. 
5 Ibid. 
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yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), 

pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach).6 

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Peneliti dalam pendekatan 

tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang 

sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, 

peneliti menggunakan 2 (dua) Pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan perundang-undang (statute approach) Pendekatan perundang-

undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.7  

2. Pendekatan komparatif (comparative approach) dilakukan dengan 

membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari 

satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga 

diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di 

beberapa negara untuk kasus yang sama.8 

 

1.4.3 Bahan Hukum 

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim.9  

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

                                                           
6 Ibid, hlm. 133. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid, hlm.181. 
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Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043). 

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Perizinan Usaha Perkebunan Jo  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 

Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180). 

 

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentarkomentar atas 

putusan pengadilan.10 Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang 

digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum 

yang menjadi pokok bahasan, putusan, kamus-kamus hukum, tulisantulisan ilmiah, 

dan jurnal hukum tentang hukum yang telah dipublikasikan. 

 

1.4.3.3 Bahan Non Hukum 

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, 

ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik 

penelitian.11 Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah 

sumber bacaan dari Jurnal, internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan. 

 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian 

hukum, dilakukan langkah-langkah :12 

                                                           
10 Ibid., hlm. 181. 
11 Ibid, hlm. 183-184. 
12 Ibid, hlm. 213. 
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1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang 

tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak 

dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

isu hukum; dan 

5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan. 

 

Adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan 

dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok 

bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat. Tujuan 

dilakukan analisa bahan hukum berguna untuk menemukan jawaban atas pokok 

permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu hasil dari analisa bahan hukum tersebut 

kemudian dapat dikaji dalam suatu ringkasan yang berupa kesimpulan akhir.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1   Mahkamah Konstitusi 

2.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi yang kemudian disebut dengan (MK) adalah salah 

suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah 

Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan 

Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai hasil 

reformasi dalam pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal sekaligus penafsir terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan-

putusannya. Mahkamah Konstitusi memiliki Visi dalam mewujudkan 

kelembagaanya. Visi tersebutlah yang menjadi pedoman bagi Mahkamah 

Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan 

bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.13 Visi Mahkamah Konstitusi yang 

dimakasud adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara 

hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan knegaraan yang 

bermartabat. 

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa : 

1. Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. 

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 

3. lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha 

Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

                                                           
13 Janedjri M. Gaffar, 2009, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Volume 3 Nomor 1, hlm. 1-2. 
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Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah 

Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan 

kehakiman lainnya, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga 

negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip 

supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. 

Lembaga - lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan 

BPK. Setiap lembaga negara yang menjalankan penyelenggaraan negara sebagai 

pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. 

Kedudukan kelembagaan serta independensi Mahkamah Konstitusi kemudian 

diatur lebih lanjut melalui Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 

8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 

Tentang Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan pelaksana cabang 

kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan 

lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan–perwakilan 

(legislature). Meski sederajat dan kedudukannya sama, hanya saja struktur kedua 

organ kekuasaan kehakiman ini terpisah satu sama lain. 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan 

terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar. Mahkamah Agung yang 

merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan 

secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan 

Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, 

dan lingkungan Peradilan Militer. Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai 

puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang 

per orang ataupun subjek hukum lainnya. 

Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan 

dengan kepentingan umum yang lebih luas. Mahkamah Konstitusi bersifat 

independen sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi 

kehakiman, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung 
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independensinya, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai mata anggaran tersendiri, 

terpisah dari mata anggaran instansi lain.  

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan untuk menegakkan hukum 

dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan 

fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat 

ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi 

konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan peradilannya adalah 

konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma 

dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, yaitu prinsip negara 

hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak 

konstitusional warga negara. 

 

2.1.2 Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Merujuk pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, 

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang kemudian dijabarkan ke dalam empat kewenangan serta satu 

kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua ayat tersebut disebutkan bahwa : 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilu. 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden 

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah “court of justice‟, sedangkan 

Mahkamah Konstitusi adalah “court of law‟.14 yang pertama mengadili 

                                                           
14 Soedikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 

hlm. 175. 
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ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili 

sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Berdasarkan kewenangan yang 

dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain 

atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain. 

Perkara - perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi pada umumnya 

menyangkut persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut 

kepentingan umum yang luas ataupun yang berkenaan dengan pengujian terhadap 

norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau 

kasus demi kasus ketidakadilan secara individuil dan konkrit. Kendati demikian, 

pada kenyataannya juga terdapat persoalan yang bersifat konkrit dan individual 

seperti yang berkenaan dengan perkara “impeachment‟ terhadap Presiden atau 

Wakil Presiden. 

Kewenangan pengujian undang - undang, rancangan undang - undang yang 

telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjadi 

undang - undang, kini tidak lagi bersifat final melainkan dapat diuji material 

(judicial review) ataupun uji formil (procedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas 

permintaan pihak tertentu. Permintaan pengujian undang - undang ini dapat 

dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik individu ataupun masyarakat hukum 

adat (sepanjang masih diakui keberadaannya.  

 

2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan haruslah mengandung “idee des recht” atau cita hukum yang meliputi 

unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu 

perkara, hakim harus memberikan putusan secara objektif dengan selalu 

memunculkan suatu penemuan - penemuan hukum baru (recht vinding).  

“Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai 

pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang 

diucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan 

untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau 

sengketa yang terjadi di antara para pihak.”15  

 

                                                           
15 Ibid, hlm. 175. 
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Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat 

diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang terjadi pada 

pengadilan lain dimana seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan 

hakim seperti, upaya hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, 

upaya hukum kasasi atas putusan hakim pengadilan banding, dan Peninjauan 

Kembali (PK) terhadap putusan kasasi. 

 

2.2 Kepastian Hukum 

2.2.1 Pengertian Kepastian Hukum 

Masyarakat tidak dapat terlepas dari nilai dan norma yang berlaku di dalam 

nya, Norma terbentuk untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dan sebagai 

pembatas hak dari individu dengan sesama individu, individu dengan kelompok, 

serta kelompok dengan kelompok, yang masing-masing diantara mereka memiliki 

kepentingan sendiri. Norma berfungsi sebagai pengatur dan dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat dangan tujuan Kepastian Hukum. 

Kepastian hukum biasa disebut rechtszekerheid dalam bahasa 

Belanda, dan Legal Certainty dalam Bahasa Inggris. kepastian 

hukum adalah kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya 

hukum di dalam masyarakat. Adanya kejelasan skenario perilaku 

yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat 

termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.16 

 

Utrecht17, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum, individu mengetahui 

perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

atas aturan yang bersifat umum.  

 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan yang 

pada pada intinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur penting yaitu 

                                                           
16 Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta,  

Pradnya Paramita, hlm. 24-25. 
17 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

hlm.23. 
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kepastian,kemanfaatan, dan keadilan, dengan begitu setiap orang akan 

mendapatkan hak nya sesuai dengan porsinya dan menghindarkan ketimpang 

tindihan antar hak. Dengan demikian kepastian dapat ditegakkan demi kepentingan 

rakyat di Indonesia. 

 

2.2.2 Tujuan Kepastian Hukum 

Kepastian hukum memiliki tujuan yang sangat penting dalam melakukan 

tindakan hukum (rechtshandeling) serta penegakan hukum (hendhaving, 

uitvoering) keduanya merupakan komponen penting dalam memproses 

permasalahan-permasalahan yang timbul didalam masyarakat. Peraturan Undang-

undang merupakan sumber hukum yang tertulis dan merupakan salah satu sumber 

tertulis yang memiliki kepastian hukum yang sangat kuat dibandingkan kekuatan 

hukum adat yang tidak semuanya tertulis dan diakui di setiap daerah karena setiap 

suku adat memiliki aturan nya sendiri. Disisi lain  juga terdapat hukum yang 

bersumber dari yurisprodensi atau keputusan atau pertimbangan  yang dibuat oleh 

seorang hakim yang menangani sebuah perkara. 

Selain harus memenuhi persyaratan formal dalam pembentukan Perundang-

undangan harus memperhatikan beberapa hal berikut agar dapat dijadikan pedoman 

dan memiliki tujuan dari kepastian hukum yaitu : 

1. Merumuskan undang-undang harus memiliki kejelasan, artinya dalam 

pemilihan kata pada saat membuat peraturan perundangan tidak boleh 

menggunakan kata yang memiliki arti ganda sehingga menimbulkan 

kerancuan serta terjadi ketimpang tindihan arti dan berujung pada 

perdebatan yang dapat menimbulkan permasalahan publik. 

2. Merumuskan Undang-undang harus melihat dari konsisten yang meliputi 

konsisten secara intern maupun ekstern, konsisten secara intern yang 

dimaksutkan adalah dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki 

kolerasi yang sesuai sistematik antara kaidah-kaidahnya, dalam menyusun 

peundang-undangan juga harus terjaga dengan bahasa-bahasa yang baku 

dan sesuai dengan ejaan dan juga dalam bahasa kamus besar bahasa 

indonesia, kemudian yang disebut dengan konsisten secara ekstern adalah 

adanya suatu hubungan yang baik antara bermacam-macam peraturan 
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perundang-undangan yang ada sehingga tercipta Harmonisasi antara 

peraturan satu dengan yang lain agar tidak bertolak belakang dari segi 

hukum yang berlaku. 

3. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tepat dan mudah dimegerti 

dalam pemilihan bahasa nya harus dimengerti dan dipergunakana secara 

umum oleh masyarakat, disamping itu juga harus memperhatikan bahasa 

hukum yang ajeg atau tepat dalam penyebutan istilah-istilah serta arti 

struktur bahasa hukum serta penulisan tertentu yang biasa digunakan dalam 

hukum. 

Hal-hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam menjamin kepastian hukum 

yang ada, jadi jika perundang-undangan ditulis dengan mengabaikan syarat-syarat 

diatas maka peraturan perundangan tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat dan 

kepastian hukum yang tidak lebih dari peraturan masyarakat adat dan ketetapan 

hakim Yurisprudensi.18 

Ketiga tujuan kepastian hukum diatas merupakan hal yang harus diperhatikan 

dalam merumuskan dan merencanakan perundang-undangan sebagai sumber 

hukum tertulis yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal-

hal yang telah dikemukakan dapat menjadikan peraturan perundang-undangan yang 

ada di Indonesia menjadi sinkron antara satu dengan lainya, dan terhindar dari 

ketumpang tindihan kepentingan. 

 

2.3  Perusahaan Perkebunan 

2.3.1    Pengertian Perusahaan Perkebunan 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyatakan 

bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan 

pemasaran terkait dengan sarana perkebunan. Pasal 1 angka 10 Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa: 

 

                                                           
18 Bagir Manan,1994, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta. 

Makalah, hlm. 15. 
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“Perusahaan perkebunan adalah Badan usaha berbadan hukum, 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah 

Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan sekala 

tertentu.” 

  Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan  yang didasarkan pada luasan 

lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas 

pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Tidak semua 

pengusaha perkebunan diwajibkan untuk memiliki IUP, ketentuan tersebut tidak 

berlaku bagi pengusaha lokal atau masyarakat setempat (perkebunan lokal) yang 

melakukan kegiatan usaha perkebunan diatas luas lahan kurang dari 25 hektar.19 

Ketentuan IUP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 

2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8 sampai dengan Pasal 

10 : 

1. Perkebunan dengan luas 25 (dua puluhlima) hektar atau lebih 

wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-

B). 

2. Usaha Industri Pengelolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit 

dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah 

unit pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha 

Pengolahan (IUP-P). 

3. Usaha budi daya tanaman kelapa sawit dengan luas 1000 

hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan 

usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terntegrasi 

dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib 

memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). 

 

Ketentuan yang tertuang ketiga point diatas merupakan dasar pedoman yang 

harus ditaati oleh pengusaha perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada 

ataupun yang akan mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 

Izin usaha perkebunan dengan luasan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan 

dapat menjadi penyelaras hubungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit 

dengan masyarakat adat sekitar. 

 

                                                           
19 Obbie Afri Gultom, 2014, Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam 

Usaha Perkebunan, dalam www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/ ,diakses tanggal 20 

Oktober 2018, pukul 14.35 WIB. 
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Izin usaha perkebunan kelapa sawit juga sangat penting dalam menunjang 

keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Berdasarkan IUP-B, 

IUP-P dan IUP, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan lebih mudah dalam 

membangun dan memastikan hubungan / mensinergikan lahan perkebunan sawit. 

 

2.3.2 Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 

Izin Usaha Perkebunan (IUP) merupakan komponen terpenting sebelum 

mendirikan suatu perusahaan perkebunan. Izin Usaha Perkebunan diatur dalam 

keputusan menteri yang telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai konteks 

saat perubahan dilakukan. Brikut adalah aturan mengenai IUP dari waktu 

kewaktu:20 

a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/91 dan Nomor 

753/Kpts/KB.550/12/92 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata 

Cara Persetujuan Prinsip UsahaPerkebunan; 

b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 786/Kpts/Kb.120/10/96 tentang 

Perizinan Usaha Perkebunan; 

c. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 

Tentang Perizinan Usaha Perkebunan; 

d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

Perubahan-perubahan IUP diatas, saat ini yang menjadi pedoman IUP diatur 

didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Perizinan Perusahaan Perkebunan, Jo  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 

Tahun 2016 Jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017. 

Menurut pasal 3 Permentan nomor 98 tahun 2013 menjelaskan bahwa 

terdapat tiga jenis Izin saha Perkebunan yaitu : 

 

                                                           
20 Afrizal-Dkk, 2013, Konflik Atau Mufakat? Sektor Sawit Dipersimpangan Jalan,Edisi 

Pertama, Bogor, Sawit Watch, hlm. 31. 
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1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya 

disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang 

dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang 

melakukan usaha budidaya perkebunan. 

2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya 

disebut IUP-P  adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang 

dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang 

melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 

3. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah 

izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki 

oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya 

perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan 

hasil perkebunan. 

 

Ketiga IUP diatas kemudian diuraikan lagi di dalam beberapa pasal yang 

mengatur tentang izin usaha perkebunan kelapa sawit, diantaranya adalah: 

Pasal 9 

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh 

dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling 

rendah unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini, wajib memiliki IUP-P. 

 

Pasal 10 ayat (1) 

Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar 

atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan 

luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan 

dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. 

 

Ketentuan Pasal 9 diatas merupakan izin usaha perkebunan yang harus 

dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit atas usaha industri pengelolaan 

hasil perkebunan dengan luas yang sama ataupun melebihi kapasitas paling rendah 

yaitu 5 ton TBS per jam harus memiliki IUP-P. Ketentuan pasal 10 diatas 

menjelaskan bahwa untuk usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 

hektar atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan. 
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  2.4  Hak Atas Tanah 

    2.4.1   Pengertian Hak Atas Tanah 

 Ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat dengan UUPA). 

Menyebutkan bahwa atas dasar menguasai dari negara sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi. Yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang 

lain serta bahan-bahan hukum. Dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas 

permukaan bumi (yang disebut tanah). 

 Hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari 

permukaan bumi wewenang menggunakan yang bersumber pada 

hak tersebut diperluas sahingga meliputi juga penggunaan 

sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang 

yang ada diatas nya.21  

 

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksud itu bukan milik pemegang hak 

atas tanah yang bersangkutan, karena hanya diperbolehkan menggunakanya dan 

itupun memiliki batasan tertentu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) 

yang pada intinya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 

berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batasnya menurut UUPA 

dan peraturan-peraturan lainya yang lebih tinggi. Jean Jacques Rosseau dalam A.P. 

Parlindungan telah menempatkan persoalan pemilikan tanah rakyat sebagai bagian 

dari kontrak sosial, bahwa :  

Secara hukum kedudukan penghuni Pertama sebagai pemiliknya 

dengan syarat sebagai berikut: Pertama, tidak ada yang 

menempati tanah itu pranya. Kedua, tanah itu dikuasai hanya 

untuk kebutuhan bukan komoditi. Ketiga, proses pemilikan tidak 

ditentukan oleh upacara ritual secara terbuka, melainkan terdapat 

bukti atas pemilikan yang wajib dihormati oleh orang lain.22 

Eddy Ruchiyat menyatakan pendapatnya bahwa: 

Hak milik atas tanah adalah hak untuk mempergunakan tanahnya 

saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah tidak termasuk. 

                                                           
21 Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Atas Tanah, Surabaya, Arkola, hlm.54. 
22 Apeldorn, 2001, komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, Bandung, Mandar Maju, 

hlm.18. 
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Sedangkan kumpulan keseluruhan pemilik-pemilik tanah disebut 

sebagai milik bangsa.23 

 

Orang-orang atau badan Hukum akan menjalin suatu hubungan hukum. 

Adanya hubungan hukum tersebut dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang 

mempunyai hak itu terhadap tanah untuk orang lain, seperti jual beli, tukar 

menukar, dan lain sebagainya, termasuk dalam Pasal 9 UUPA, yang pada intinya 

hanya warga negara Indonesia laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan 

sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta memanfaatkan sepenuhnya 

dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan yang telah diatur.  

UUPA mewajibkan seseorang atau badan hukum yang memiliki hak atas 

tanah untuk mengerjakan atau mengusahakan hak atas tanah yang dimiliki secara 

aktif, seseorang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah  harus 

memperhatikan kesuburan serta mencegah kerusakan tanah tersebut. Hak atas tanah 

yang sudah dimiliki seseorang dan badan hukum tidak boleh mempergunakan tanah 

dengan sewenang-wenang, harus memperhatikan masyarakat sekitar lahan tanah 

yang dimilikinya. Lahan tanah yang terbengkalai atau tidak terurus akan 

mengakibatkan perselisihan ditengah masyarakat. 

Pasal 11 UUPA menyatakan bahwa, Hubungan hukum antara orang, termasuk 

badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang 

yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang 

disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan 

orang lain yang melampaui batas.  

Badan hukum negara yang didirikan menurut hukum Indonesia 

dan berkedudukan di Indonesia dapat memiliki berbagai macam 

hak atas tanah dan hak milik terbatas pada badan-badan hukum. 

Luas hak atas ditetapkan oleh Pemerintah dengan peraturan yang 

sudah ada. Tujuan pengaturan tersebut agar tidak merugikan 

kepentingan-kepentingan umum.24 

 

Hierarki hak atas tanah menurut hukum agraria nasional terdiri atas beberapa 

hak, yaitu Hak bangsa Indonesia atas tanah ; Hak menguasai negara atas tanah ; 

                                                           
23 Eddy Ruchiat, 2004, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung, 

Alumni, hlm.18. 
24 Ardiwilaga, 1992, Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori Praktik, Bandung, Masa Baru, 

hlm.9. 
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Hak ulayat masyarakat hukum adat ; dan Hak-hak perseorangan. Lahirnya UUPA 

sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 

1945, schingga tercipta unifikasi dalam bidang hukum agraria di Indonesia dan 

menghapuskan dualisme hukum yang terdapat di masa kolonial dimana peraturan 

yang berlaku hukum adat dan hukum barat. 

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, tanah adalah: 

Hak memberikan wewenang kepada yang empunya, artinya 

pemegang hak atas tanah berwenang menggunakan tanah untuk 

kepentingan mendirikan bangunan. Sedangkan mengambil 

manfaat pada hak atas tanah pemegang hak atas tanah mempunyai 

wewenang menggunakan tanah untuk keperluan lain.25 

 

Hak atas tanah merupakan bukti yang sangat kuat atas kepemilikan lahan atau 

tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Hak atas tanah yang diajukan 

harus sesuai dengan kebutuhan atas pemilik tanah, jika lahan tersebut digunakan 

untuk usaha maka hak atas tanah yang harus dimiliki oleh pemilik lahan/tanah 

tersebut berupa Hak Guna Usaha (HGU) begitupun dengan kepentingan-

kepentingan lain yang  disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan lahan/tanah. 

 

2.4.2 Macam Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, dalam ayat tersebut 

menjelaskan bahwa macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah terdiri 

dari beberapa macam yang telah diatur lebih sepesifik di dalam Pasal 16 ayat (1) 

UUPA , berikut merupakan macam-macam hak atas tanah. 

1) Hak milik 

Hak milik merupakan penunjuk suatu kepemilikan atas benda tertentu sebagai 

penegas akan kepemilikan atau asal-muasal keberadaan benda tersebut, Hak milik juga 

dapat digunakan atas kepemilikan lahan atau tanah, dimana sebagai penegas dan status 

tanah atau lahan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang berada di wilayah 

Indonesia. 

                                                           
25 Sudikno Mertokusumo, 1998,  Hukum Dan Politik Hukum Agraria, Jakarta, Karunika, 

hlm.12. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
      

 
 

 

22 

Hak milik diatur di dalam Pasal 20 UUPA yang berbunyi sebagai berikut: 

“Hak milik merupakan hak turun temurun,terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki 

oleh orang atau badan hukum atas tanah.” 

 

Hak milik memiliki fungsi sosial hal tersebut berkaitan dengan sifat hak milik 

yang terkuat dan terpenuh, artinya seorang atau badan hukum yang memiliki hak 

milik, bebas melakukan atas lahan tanah yang dimilikinya. Wewenang yang dapat 

dilakukan oleh pemegang hak milik antara lain menghibahkan, menjual, 

menyewakan, dan mewariskan. Perusahaan swasta, maupun perusahaan milik 

negara tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-

badan hukum yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

1963 yang pada umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik 

pemerintah.26 

2) Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha hanya dapat di miliki oleh Warga Negara Indonesia dan 

Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

disebutkan bahwa: 

a. Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna 

Usaha adalah lima hektar; 

b. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna 

Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar ; dan 

c. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna 

Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan 

memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang herwenang 

dibidang usaha yang bersungkutan. Dengan mengingat luas 

yang diperlukan untuk suatu satuan usaha yang paling 

berdayaguna di bidang yang bersangkutan. 

Kartini27 menyebutkan bahwa dalam hal Hak Guna Usaha, selain 

orang perseorangan Warga Negara indonesia tunggal, badan 

hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik 

pelaksanaan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia juga 

dimungkinkan. 

 

                                                           
26 Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 

hlm.30. 
27 Ibid, hlm.149. 
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Hak guna-usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun 

untuk perusahaan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.Hak 

guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan 

ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal 

yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.  

3) Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan serta mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak guna bangunan 

memiliki batas jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara pemilik tanah dan 

juga pemilik bangunan, jangka waktu paling lama adalah 30 tahun dan dapat 

diperpanjang sampai dengan 20 tahun, hal tersebut telah tercantum di dalam UUPA 

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA Tahun 1960. 

Kartini menyebutkan bahwa :28 

Pemilik Hak Guna Bangunan adalah berbeda dengan pemegang 

hak milik atas atas bidang tanah dimana bangunan tersebut 

didirikan atau dalam konotasi yang lebih umum pemegang hak 

guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah atas 

hangunan yang didirikan. 

Hak guna bangunan juga diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai Atas Tanah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaannya diantaranya adalah yang berhak memilikinya adalah Warga Negara 

Indonesia; dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

4) Hak Pakai 

Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari 

tanah yang telah dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak 

pakai dapat dinyatakan sah apabila telah mendapat persetujuan atas pemberi 

wewenang dan kewajiban yang di tentukan persyaratanya oleh pejabat yang 

berwenang. Hak pakai diatur didalam Pasal 41 UUPA Tahun 1960. 

 

                                                           
28 Ibid, hlm.189. 
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5) Hak sewa 

Hak sewa merupakan hak atas tanah yang memberi wewenang untuk 

menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada 

tiap-tiap waktu terientu. Pengaturan dasar Hak sewa diatur dalam Pasal 44 dan 45 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hukum adat hak sewa sering disebut 

dengan "jual tahunan".29  Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas 

tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan 

bangunan, dengan cara membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 

6) Hak Ulayat 

Hak ulayat merupakan Hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh 

persekutuan hukum, dalam hal ini adalah desa dan suku. Hak ulayat  memiliki 

fungsi sebagai penjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah, hak 

ulayat dikelolah dan dianut oleh masyarakat adat desa setempat, pelaksanaan dalam 

pengaturan hak ulayat diatur oleh ketua persekutuan masyarakat adat (kepala 

desa/kepala suku) yang bersangkutan.  

“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki 

oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin 

ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Warga masyarakat 

(persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai 

tanah, yang diatur oleh ketua adat.30 

 

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang 

terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas 

merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang 

bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam 

bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. 

Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan 

dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum 

publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin 

                                                           
29 Ibid, hlm.261. 
30 G.Kertasapoetra dan A. Setiady, 1985, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok 

Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, Bina aksara, hlm. 88. 
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peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada kepala 

adat/tetua adat. 

Perolehan tahan hukum adat didalam penguasaan lahan perkebunan juga 

diatur di dalam UU Perkebunan, dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan 

Merupakan Hak Ulayat Masyarakat  hukum adat, pelaku 

usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan 

masyarakat pemegang hak ulayat untuk memperoleh 

persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. 

(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang 

hak Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-

undangan. 

 

Pasal tersebut menegaskan bahwa, setiap usaha perkebunan yang akan 

membuka lahan di atas tanah Masyarakat Hukum Adat harus melakukan 

musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat sekitar perkebunan 

dan juga pemegang hak ulayat, dengan demikian pelaku usaha perkebunan kelapa 

sawit harus menghormati hak-hak masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut. 

 

7) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :  

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud 

dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha 

bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian 

diatur untuk membatasi sifatsifatnya yang bertentangan 

dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut 

diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. 

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap 

peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 

ini. 

 

Macam-macam hak tersebut di atas termasuk hak perdata (privat rechtelijke) 

dan merupakan hak kebendan yang boleh dipindah tangankan dan dibebani dengan 

hak tanggungan. Selain hak milik sebegai hak turun temurun terkuat dan terpenuh 

yang dapat dimiliki orang atas tanah. 
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BAB 4 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pranya dalam 

kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut ini: 

1. Pra putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015, perusahaan perkebunan kelapa 

sawit yang tidak memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan yang 

tercantum di dalam Pasal 42 dianggap legal, karena terdapat adanya kata “atau” 

sebagai pilihan opsi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan pasca 

putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pasal 42 UU Perkebunan dianggap 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dengan 

demikian perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki hak atas 

tanah dan izin usaha perkebunan dianggap Ilegal. 

2. Akibat hukum dari perusahaan perkebunan kelapa sawit pasca putusan MK 

Nomor 138/PUU-XIII/2015, yang tidak memiliki hak atas tanah dan izin usaha 

perkebunan, kan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 105 UU Perkebunan 

berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

3. Hakim MK telah menetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa Pasal 42 UU 

Perkebunan, dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak 

mempuyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas 

tanah dan/atau izin usaha perkebunan”, dalam ketentuan dimaksud tidak 

dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.
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B. Saran  

1. Hendaknya pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan Per- Undang-

Undangan lebih memperhatikan substansi dari undang-undang tersebut, 

agar masalah seperti diatas tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat Indoesia 

mendapatkan kepastian hukum atas undang-undang yang sudah di 

tetapkan. 

2. Hendaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sampai saat ini masih 

belum memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan segera mengurus 

dan menyeesaikan  kedua izin tersebut sesuai dengan peraturan pasal 42 UU 

Perkebunan pasca putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015. 

3. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pengusaha 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar keputusan MK Nomor 138/PUU-

XIII/2015 dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di 

tetapkan.
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